BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN BATANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

bahwa dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan
permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana,
sarana, dan utilitas;

bahwa prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah perlu memiliki alas
hak atas nama Pemerintah Daerah;

bahwa untuk menjamin pelaksanaan serah terima
prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada
Pemerintah Daerah perlu menambah persyaratan
administrasi, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 30
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman di Kabupaten Batang perlu diubah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,

meliputi:

a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak
yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan

b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pembangunan perumahan dan permukiman.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c,

harus memiliki:

a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah,;

b. ljin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG) bagi bangunan yang dipersyaratkan;



c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah
Daerah; dan

d. asli sertifikat tanah hak pakai atas nama pemerintah daerah yang
peruntukan lahannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas yang
diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd
ARI YUDIANTO
BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008
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